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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan masyarakat 

tidak hanya membawa pengaruh positif dalam kehidupan, dalam hal ini 

globalisasi menjadi faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berkembang di masyarakat. Pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi faktor globalisasi juga 

menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan tingkah laku yang cenderung 

negatif pada masyarakat, seperti nilai materialism dan hedonism. Adanya 

pergeseran nilai ini tentunya berdampak pada tingkah laku masyarakat yang 

kian memaksakan diri untuk terus mengikuti perkembangan globalisasi, yang 

pada akhirnya menimbulkan keresahan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Akibat perilaku negatif masyarakat yang menyebabkan munculnya masalah 

baru yaitu munculnya motif kejahatan jenis baru dan tingginya tindak 

kriminalitas.1 

Pengaruh globalisasi telah memasuki berbagai lapisan kehidupan 

masyarakat di seluruh dunia dan menghasilkan suatu tatanan kehidupan baru 

dimana revolusi dan inovasi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi 

serta ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di seluruh dunia mempercepat 

 
 1Dela Dwi Oktalena, Lidia Purnama, L. P. Indarissyifa, Rini Wulandari, Dampak Kriminalitas dan 
Pengaruhnya di Era Globalisasi, Hypothesis: Multidisciplinary Journal of Social Sciences, Vol. 2 No. 2, 
Desember 2023, hlm. 357. 
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terjadinya pertukaran ide, budaya dan produk antar negara hingga membuat 

berbagai titik kehidupan menjadi terhubung. Dampak globalisasi terlihat dalam 

pertumbuhan perdagangan internasional, pertumbuhan perusahaan 

multinasional, serta dalam bidang politik, sosial hingga lingkungan.2 

Perkembangan globalisasi yang pesat dan melampaui batas di seluruh 

batas negara tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan politik, 

tetapi juga berpengaruh secara signifikan dalam hal perkembangan hukum 

pidana dalam konteks nasional. Perkembangan globalisasi diikuti pula oleh 

perkembangan kejahatan yang semakin cepat sehingga menjadi dampak negatif 

perkembangan globalisasi. Hal inilah yang mempengaruhi tingginya tindak 

kriminalitas yang terjadi sekarang. Disaat dunia menjadi lebih terintegrasi atau 

terhubung, tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya terbatas pada yurisdiksi 

nasional tetapi meluas ke kejahatan internasional terutama kejahatan lintas 

negara atau transnasional crime.3  

Dengan berkembangnya globalisasi yang berdampak pada banyaknya 

warga negara asing yang dapat masuk ke Indonesia sehingga dapat 

menimbulkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di 

Indonesia, berikut data tindak pidana yang dilakukan warga negara asing di 

Indonesia : 

 

 
 2 Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, Sabrina Safiuddin, Globalisasi dan Kejahatan Transnasional 
Terorganisir, Halu Oleo Law Review, Vol. 7 Issue 1, Maret 2023, hlm. 101-103. 
 3 Andi Muhammad Aliffar Affan, Andi Rahma, Evolusi Hukum Pidana dalam Konteks Globalisasi: 
Tinjauan Literatur, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5 No. 2, November 2024, hlm. 123. 
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Tabel 1.  
Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia 

 

 

Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing 

Di Indonesia 

TAHUN TINDAK PIDANA 

 

 

2024 

1. Kasus tambang pasir ilegal oleh warga negara asing 

berkewarganegaraan Korea Selatan. 

2. Kasus penyalahgunaan izin tinggal dan keamanan siber oleh 132 

warga negara asing. 

3. Kasus pencurian oleh warga negara asing dengan modus 

pencucian uang. 

 

 

 

 

2023 

1. Kasus pembunuhan mertua oleh warga negara asing 

berkewarganegaraan Amerika Serikat di Kota Banjar. 

2. Kasus penggunaan visa Indonesia palsu di terminal 2 

kedatangan bandara Soekarno Hatta oleh 6 warga negara asing. 

3. Kasus peredaran narkoba senilai 900 juta rupiah oleh warga 

negara asing di Bali. 
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2022 

1. Kasus tindak pidana keimigrasian oleh 4 warga negara asing di 

Kota Batam. 

2. Kasus pencemaran agama oleh 2 warga negara asing di Bali. 

3. Kasus pencurian oleh 2 warga negara asing di Bali. 

 

Sumber: Diolah oleh penulis. 

Berdasarkan tabel diatas, dampak kejahatan yang tersebar melalui 

globalisasi mencerminkan sebuah kenyataan sosial dimana kejahatan dapat 

terjadi dimanapun yang tidak terbatas pada lintas batas negara dan 

kewarganegaraan serta tidak hanya membawa dampak merugikan pada 

masyarakat suatu negara saja, namun pada masyarakat internasional.4  

Hal ini tergambar dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan 

oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia di wilayah hukum 

Indonesia yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tindak pidana tersebut 

terjadi di Palembang pada bulan maret 2024 dan dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dengan melakukan 

pembobolan mesin ATM guna mengambil informasi yang tertera dalam 

magnecticstripe pada kartu secara ilegal sehingga pelaku tindak pidana dapat 

mengambil uang yang berada dalam mesin ATM tersebut. Hal ini menegaskan 

 
 4 Dewi Bunga, Terminologi Kejahatan dalam Hukum Pidana Internasional, Jurnal Aktual Justice, Vol. 
3 No. 3, Juni 2019, hlm. 1. 
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bahwa tindak kriminalitas lintas batas negara ini mempengaruhi ketertiban, 

keamanan dan kesejahteraan masyarakat umum.5 

Dalam menghadapi tingginya tingkat kriminalitas sebagai pengaruh 

negatif globalisasi dibutuhkan sebuah aturan yang bersifat memaksa dan 

mengikat yang berfungsi menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan kebangsaan yaitu terciptanya 

ketertiban umum. Aturan yang mengikat dan memaksa ini disebut dengan 

hukum.6  

Definisi hukum dijelaskan sebagai suatu kesatuan peraturan yang 

mengatur tatanan hidup masyarakat yang disusun lembaga ataupun pejabat 

berwenang guna menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan 

masyarakat yang bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh semua orang dalam 

suatu negara dengan ancaman apabila aturan tersebut dilanggar maka dapat 

diberikan sanksi. Menurut pendapat seorang ahli, Prof. Dr. P. Brost, hukum 

merupakan keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam 

suatu masyarakat yang dalam penerapannya dapat dilakukan pemaksaan dan 

bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.7 

Tiap negara memiliki yurisdiksi tersendiri terhadap kejahatan yang 

dilakukan di dalam wilayah teritorial negaranya. Yurisdiksi menurut pendapat 

B. James George Jr. merupakan kekuasaan negara untuk menetapkan hukum, 

 
5 Dela Dwi Oktalena, Op. Cit., hlm. 356. 

 6  Moh. Aldi Albayhaqi Armiliansyah, Alvina Zamroatul Ni’mah, Peranan Asas Teritorial dalam 
Pelecehan Seksual. Yurispruden. Vol. 3 No. 2, Juni 2020, hlm. 163. 
 7 Ibid. 
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melaksanakan hukum dan menuntut atau mengadili. Yurisdiksi memiliki kaitan 

erat dengan kedaulatan tiap negara. Indonesia sebagai negara hukum berdaulat 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan absolut untuk 

menentukan persoon dan region nya untuk taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang dibuat yang bersifat mengikat dan memaksa bagi 

tiap warga negaranya.8 

Dalam pendapatnya, Glanville Williams menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi suatu negara dapat menuntut pelaksanaan 

yurisdiksi penghukuman dalam suatu tindak pidana berdasarkan hukumnya, 

antara lain:9 

a. Negara tempat terjadinya tindak pidana memiliki hak legitimasi atau 

hukum yang berwenang untuk mengadili tindak pidana tersebut. 

b. Pelaku ditangkap di wilayah hukum yang sama dengan tempat 

kejadian perkara. 

c. Pengadilan dalam wilayah hukum setempat dianggap paling tepat 

untuk mengadili perkara. 

d. Merujuk pada fakta berlaku, seseorang hanya dapat tunduk pada satu 

sistem hukum berlaku. 

 
 8 Kurnia Utami, Natalia Yeti Puspita, Ratio Decidendi Penerapan Prinsip Yuridiki Teritorial Objektif 
dan Perlindungan dalam Ekstradikssi Maria Pauline Lumowa, Tanjungpura Law Journal, Vol. 8 Issue 2, Juli 
2024, hlm. 223. 
 9 Ibid, hlm. 225. 
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Mengenai bagaimana pengaturan hukum atas tindak pidana pencurian 

yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia di wilayah 

hukum Indonesia secara jelas memenuhi alasan penggunaan yurisdiksi hukum 

Indonesia. Senyatanya, tindak pidana pencurian oleh warga negara asing 

tersebut dilakukan di Indonesia yang memiliki aturan hukum mengenai tindak 

pidana sehingga pelaku tindak pidana dapat ditangkap dan diadili oleh 

pengadilan di wilayah hukum tempat tindak pidana tersebut dilakukan.10 

Dalam aturan hukum Indonesia, hukum sebagai suatu kesatuan yang 

mengatur tatanan hidup bermasyarakat dibagi menjadi berbagai cabang ilmu, 

salah satunya cabang ilmunya adalah ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana 

juga memiliki kitab tersendiri yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan 

proses hukum dan peradilannya yakni KUHP. Indonesia sebagai negara hukum 

yang berdaulat membutuhkan penyesuaian hukum pidana guna menghadapi 

tantangan globalisasi. Hukum pidana yang ada sudah seharusnya beradaptasi 

dengan standar internasional dengan memperhatikan fungsi hukum nasional 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat.11  

Dalam aturan hukum pidana Indonesia menjelaskan mengenai tindak 

pidana pencurian. Tindak pidana pencurian didefinisikan sebagai perbuatan 

mengambil barang milik atau kepunyaan orang lain dengan cara melanggar 

hukum, jenis tindak pidana pencurian sendiri bermacam macam dan sanksi 

 
 10 Ibid. 
 11 Defril Hidayat, Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat, Datin Law Journal, Vol. 2 
No. 1, Februari 2021, hlm. 70. 



 

 

 

8 

yang dikenakan bagi pelaku dari tiap jenis tindak pidana pencurian juga 

berbeda sesuai tingkatan pencurian yang dilakukan.12 

Tindak pidana pencurian dalam KUHP dikategorikan sebagai berikut, 

Pasal 362 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian Biasa, Pasal 

363 KUHP mengatur mengenai Pencurian dengan Pemberatan, Pasal 364 

KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian Ringan, Pasal 365 KUHP 

mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pasal 367 

KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian di Kalangan Keluarga. 

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing dalam 

penelitian ini merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 

diatur dalam Pasal 363 KUHP dimana tindak pidana pencurian tersebut 

dilakukan oleh dua orang dan dilakukan dengan cara merusak mesin ATM. 

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana 

pencurian biasa yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan.13 

Dalam tindak pidana pencurian terdapat suatu unsur yang harus terpenuhi 

sehingga suatu perbuatan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai 

pencurian sehingga dapat diberlakukan suatu hukum pidana guna memberikan 

sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian. Dalam penelitian ini diketahui 

perbuatan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut telah memenuhi 

unsur tindak pidana pencurian antara lain perbuatan mengambil, barang 

 
 12 Hamdiyah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian; Tinjauan Hukum, Jurnal Tahqiqa, Vol. 
18 No. 1, Januari 2024, hlm. 104. 
 13  Suparmin, Hasnah Aziz, Pandri Zulfikar, Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian Dengan 
Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN), Jurnal 
Pemandhu, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 202. 
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kepunyaan orang, terdapat maksud memiliki barang tersebut dan melawan hak, 

sehingga jelas bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana 

pencurian.14  

Dalam berlakunya undang-undang hukum pidana terdapat beberapa asas- 

asas hukum pidana yang melatarbelakangi peraturan dan pelaksanaan hukum 

pidana di Indonesia. Sifat asas hukum pidana sendiri dibedakan menjadi 

bersifat negatif yaitu berlakunya suatu undang-undang didasarkan menurut 

waktu terjadinya tindak pidana dan bersifat positif yaitu berlakunya suatu 

undang-undang dilihat berdasarkan tempat dimana tindak pidana tersebut 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada asas hukum pidana 

berdasarkan tempat. Asas hukum pidana berdasarkan tempat dibagi dalam 

beberapa asas yang dijelaskan sebagai berikut:15  

1. Asas Teritorial 

Asas ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana 

di Indonesia berlaku pada setiap orang baik Warga Negara Indonesia 

ataupun Warga Negara Asing yang melakukan perbuatan tindak pidana 

dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. 

2. Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif 

Asas Nasional Pasif merupakan asas yang menyatakan bahwa undang-

undang hukum pidana Indonesia berlaku pada setiap orang yang berada 

 
 14 Ibid, hlm. 105. 
 15 Mujibur Rohman, dkk, Asas - Asas Hukum Pidana (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 
55. 
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diluar wilayah Indonesia yang dianggap melakukan suatu tindak pidana 

yang merugikan negara atau warga negara Indonesia. 

3. Asas Personalitas atau Asas Nasional Aktif 

Asas Nasional Aktif menjelaskan bahwa undang-undang hukum pidana 

Indonesia dapat berlaku pada setiap warga negara berkewarganegaraan 

Indonesia aktif yang melakukan suatu tindak pidana diluar wilayah negara 

Indonesia. 

4. Asas Universal 

Asas ini menjelaskan mengenai hak undang-undang hukum pidana 

Indonesia untuk dapat berlaku terhadap tindak pidana di suatu negara lain 

yang dapat merugikan kepentingan internasional tanpa melihat status 

kewarganegaraan dari pelaku. 

 
Asas teritorialitas menjadi alasan utama mengapa dalam perkara tindak 

pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia dalam 

penelitian ini menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sejalan dengan 

yurisdiksi atau kewenangan bagi negara berdaulat untuk mengatur setiap 

tindakan atau perbuatan yang terjadi dalam batas wilayah negaranya, misalnya 

pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana yang berlangsung dalam 

suatu wilayah negara berdaulat tersebut.16 

 Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP yang menjelaskan 

bahwa undang-undang hukum pidana di Indonesia dapat berlaku bagi siapapun 

 
 16 Kurnia Utami, Op. Cit., hlm. 255. 
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baik yang berkewarganegaraan Indonesia ataupun berkewarganegaraan asing 

yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah teritorial Indonesia dapat 

diberikan sanksi pidana berdasarkan pada hukum pidana yang berlaku di 

Indonesia.17 

Penerapan asas teritorial yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana 

pencurian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berkewarganegaraan 

Rusia ini sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dalam suatu ruang 

mesin ATM Bank Sumsel Babel di Kota Palembang yang termasuk kedalam 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sehingga dapat 

dijatuhkan hukuman sesuai hukum pidana yang berlaku di Indonesia 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP.18 

Penerapan asas teritorial tidak hanya berlaku pada tindak pidana pencurian 

dalam penelitian ini. Adapun contoh lain penerapan asas teritorialitas adalah 

pada kasus tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Tindak pidana penangkapan 

ikan ilegal ini dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan 

Thailand yang dilakukan dengan menahkodai kapal yang sudah dilengkapi 

dengan perlengkapan jaring atau pukat dengan memasuki kawasan laut 

Indonesia pada malam hari. Pelaku tindak pidana ini dengan sengaja memasuki 

kawasan laut Indonesia dengan tujuan untuk mencuri ikan di wilayah perairan 

Indonesia, tepatnya pada wilayah perairan Langsa, Provinsi Aceh. Hal ini 

dibuktikan dengan tidak adanya dokumen perjalanan sah yang dimiliki pelaku. 

 
 17 Mujibur Rohman, Op. Cit., hlm. 61. 
 18 Hendra Fernando, Skripsi: “Penerapan Asas Teritorial Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara 
Illegal Oleh Kapal Asing” (Universitas HKBP Nommensen, 2019), hlm. 6. 
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Pada kasus ini diterapkan asas teritorialitas sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 3 KUHP bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang 

melakukan tindak pidana di Indonesia baik di wilayah laut, darat hingga udara. 

Dalam perkara tindak pidana ini pelaku dikenakan sanksi administratif oleh 

pihak imigrasi tempat dimana pelaku tindak pidana tersebut ditangkap. Oleh 

karena itu, pelaku tindak pidana yang merupakan warga negara asing yang 

melakukan tindak pidana dalam penelitian ini dapat mengikuti ketentuan dalam 

proses hukum acara pidana Indonesia dan diadili sesuai hukum pidana yang 

berlaku di Indonesia.19 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tingginya tindak pidana oleh warga negara asing merupakan salah satu contoh 

pengaruh negatif akibat perkembangan globalisasi. Sehingga warga negara 

asing dapat dengan mudah memasuki wilayah Indonesia dan dapat melakukan 

suatu tindak pidana di Indonesia. Maka diperlukan suatu aturan hukum yang 

jelas untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di 

Indonesia. Sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia pada Pasal 2 

KUHP yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana 

di Indonesia berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Maka 

pelaku tindak pidana pencurian dalam penulisan ini yang merupakan warga 

negara asing dapat diadili sesuai hukum pidana yang berlaku. 

 
 19  Lukman Nul Hakim, Ida Keumala Jempa, Tindak Pidana Warga Negara Asing yang Masuk ke 
Wilayah Indonesia Tanpa Memiliki Dokumen Perjalanan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Langsa), JIM 
Bidang Hukum Pidana, Vol. 5 No. 3, Agustus 2021, hlm. 427-428. 
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 Hal ini lah yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih mendalam 

mengenai kasus tindak pidana oleh warga negara asing ini yang tertuang dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Asas Teritorialitas Dalam Putusan 

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pencurian Yang 

Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia (Studi 

Kasus Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat 

dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan hukum asas teritorialitas berdasarkan hukum 

pidana?  

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan asas teritorialitas 

pada perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara 

asing berkewarganegaraan Rusia pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN 

Plg? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menelaah pengaturan mengenai asas teritorialitas berdasarkan 

hukum pidana. 
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2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara 

tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak 

bahan bacaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

b. Agar dapat menambah wawasan tentang bagaimana pengaturan hukum 

asas teritorial berdasarkan hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Agar dapat memberikan informasi mengenai proses pengambilan 

keputusan dalam menindaklanjuti tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh warga negara asing yang masih belum banyak diketahui 

oleh masyarakat. 

b. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu 

pengetahuan pada masa yang akan datang. 

 

E. Ruang Lingkup 

 Guna mencegah penelitian ini tidak menyimpang dan tidak meluas, maka 

ruang lingkup dalam penelitian ini dicakup dalam rumusan masalah yang 

membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum asas teritorialitas 
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berdasarkan hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

penerapan asas teritorialitas pada perkara tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Rusia pada Putusan 

Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg.  

 

F. Kerangka Teori 

1. Asas Teritorialitas 

 Menurut Pasal 2 KUHP yang menjelaskan mengenai asas teritorialitas, 

menegaskan bahwa aturan hukum pidana dalam perundang-undangan 

Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia ataupun warga negara 

asing yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia, dalam asas tersebut 

kedaulatan setiap negara itu diakui dan tiap negara berdaulat wajib menjamin 

ketertiban dalam wilayah hukumnya.20  Menurut seorang ahli Profesor van 

Hattum yang berpendapat bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk 

menjamin semua keamanan dan ketertiban di dalam wilayah hukumnya, maka 

setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana diberikan sanksi berdasarkan 

aturan pidana yang berlaku di negara tersebut.21  

 Maka penggunaan asas teritorial dalam penulisan ini selaras dengan aturan 

hukum yang digunakan yaitu penggunaan asas teritorialitas dalam hukum 

pidana Indonesia. Penggunaan teori asas teritorialitas dalam penulisan skripsi 

ini membantu penulis untuk menjelaskan mengenai batas yurisdiksi suatu 

 
 20 Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 85. 
 21 Rizky Hamzah Siregar, Ahmad Zuhri, Penerapan Asas Hukum Teritorial Menurut Hukum Pidana 
Islam, Prestisius Hukum Brilliance, Vol. 6 No. 3, Agustus 2024, hlm. 84. 
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negara atas sebuah peristiwa hukum dan bagaimana suatu peraturan 

perundang-undangan pada negara Indonesia berlaku bagi setiap orang yang 

melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia.  

 

2. Pertimbangan Hakim 

Menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dan dijelaskan 

dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai 

pemegang jabatan tertinggi lembaga penegakan hukum dalam tugasnya 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta 

kepastian hukum bagi masyarakat, hakim memiliki kekuasaan untuk 

menjatuhkan sebuah putusan pidana bagi seorang terdakwa. Putusan hakim 

sebagai puncak dari suatu perkara merupakan suatu proses yang kompleks 

dengan membutuhkan kecermatan, ketelitian dan kebijaksanaan dari seorang 

hakim. Sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menjadi akhir dalam sebuah 

perkara, seorang hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sejumlah unsur-

unsur baik yuridis maupun non yuridis sehingga menghasilkan suatu putusan 

yang mengandung nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat maupun terpidana dan sesuai dengan nilai-nilai pancasila demi 

terselenggaranya Indonesia sebagai negara hukum.22 

 
 22 Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, Steven Makaruku, Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb), (Pattimura Law Study Review, Vol. 1 No. 
2, Agustus 2023), hlm. 381. 
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 Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk menggunakan teori 

pertimbangan hakim dalam penulisan skripsi ini. Sebagaimana dalam teori ini 

menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam 

penjatuhan putusan baik dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non 

yuridis yang dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pertimbangan Yuridis.  

Pertimbangan Yuridis merupakan landasan utama yang melatarbelakangi 

seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan berlaku, adapun yang menjadi pertimbangan hakim 

sebelum menjatuhkan sebuah putusan yaitu dakwaan penuntut umum, tuntutan 

jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, 

serta aturan hukum pidana terkait.23 

Dalam perkara ini, terdakwa tindak pidana dijatuhkan dakwaan tunggal 

oleh penuntut umum yang didasarkan pada Pasal 363 KUHP. Setelah hakim 

memperoleh pembuktian dalam persidangan berupa keterangan terdakwa, 

keterangan saksi serta minimal dua alat bukti yang sah dan mendapat 

keyakinan bahwa terdakwa tindak pidana tersebut memang bersalah dan 

terbukti melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 

KUHAP, maka seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidananya.24 

 

 
 23 Arum Puspita Seno Putri, Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm), Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 2, 2021, 
hlm. 348. 
 24 Toni Parlindungan, Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitium Indonesia, 
Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3 No. 1, Juni 2021, hlm. 46. 
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b. Pertimbangan Non-Yuridis. 

 Pertimbangan Non-Yuridis merupakan pertimbangan yang menurut 

pandangan hakim menjadi alasan-alasan terdakwa melakukan suatu tindak 

pidana. Alasan-alasan yang dapat mempengaruhi hakim sebelum menjatuhkan 

putusan antara lain latar belakang terdakwa yang menyebabkan munculnya 

keinginan untuk melakukan tindak pidana tersebut, akibat perbuatan terdakwa 

yang berdampak pada korban, kondisi diri terdakwa baik itu fisik ataupun 

psikis terdakwa ketika sebelum melakukan suatu tindak pidana, serta faktor 

sosial dan ekonomi terdakwa yang mempengaruhi untuk melakukan suatu 

tindak pidana.25  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian yang berjudul “Penerapan Asas Teritorialitas Dalam Putusan 

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pencurian Yang 

Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia (Studi Kasus 

Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg)” merupakan penelitian yang 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai studi 

kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.  

  Penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan 

 
 25 Paul Edward Mataheru, Op. Cit., hlm. 388. 
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yang didasarkan pada suatu hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku saat ini dan mengacu pada aturan-aturan tertulis serta menggunakan 

data yang bersifat sekunder dan relevan dengan permasalahan hukum yang 

menjadi fokus penelitian.26 

  Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif 

menggunakan proses penemuan suatu produk hukum baru yang berguna untuk 

menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan berguna untuk 

menghasilkan suatu argumentasi, teori, ataupun konsep baru sebagai sarana 

penyelesaian masalah hukum yang sedang diteliti. Sedangkan menurut  

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan 

sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan analisis 

terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang membahas mengenai 

penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara 

horizontal dan vertikal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.27  

 

2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum 

normatif terdapat berbagai macam pendekatan yaitu Pendekatan Kasus (Case 

Approach) dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

 
 26  Kornelius Benuf, Muhamad Azha, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai 
Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, Juni 2020, hlm. 24. 
 27 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metedologi Riset Hukum (Madiun: Oase Pustaka, 
2020), hlm. 29-30.   
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a. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan 

analisa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Objek utama dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau 

reasoning yang merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu 

putusan. 28  Tujuan dari Pendekatan Kasus adalah mempelajari norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang digunakan sebagai 

referensi untuk suatu masalah hukum.29   

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan dengan 

melakukan analisa pada seluruh Undang-undang serta peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan isu hukum yang yang sedang diteliti. 30  Pendekatan 

Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 

Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian ini. 

 

 
 28 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 
59. 
 29 Sigit Sapto Nugroho, Op. Cit., hlm. 101. 
 30 Nur Solikin, Op. Cit., hlm. 58. 
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c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dilakukan dengan cara 

membandingkan aturan perundangan Indonesia dengan negara - negara lain 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun dengan cara 

membandingkan keputusan pengadilan Indonesia dengan pengadilan negara 

lain ataupun dengan cara membandingkan pelaksanaan perundang – undangan 

yang mengatur mengenai suatu hal tertentu dengan pelaksanaan perundang – 

undangan yang sama di satu atau beberapa negara lain.31 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang meliputi 

Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. 

3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

4) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. 

5) Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg. 

 
31 Gunardi, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Damera Press, 20212, hlm. 110. 
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6) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan bahan hukum yang 

terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, putusan pengadilan, bacaan ilmiah, 

atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan merupakan bahan hukum gabungan 

 yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan 

 hukum sekunder.32  

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan (library research). Dalam 

teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari 

kepustakaan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Teknik 

pengumpulan kepustakaan dapat mencakup kutipan dari buku ataupun 

argumentasi ahli, jurnal, hasil penelitian maupun peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi pustaka 

dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan pada bahan penelitian yang 

teoritis dengan cara mempelajari ataupun mengutip bahan pustaka yang 

kemudian dilakukan suatu perumusan dalam suatu bahasan sistematis yang 

 
 32 Kornelius Benuf, Op. Cit., hlm. 26.  
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berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini.33  

 

5. Analisis Bahan Hukum 

  Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara 

 melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, dengan 

 tujuan melakukan penafsiran mengenai bahan hukum primer yang digunakan 

 dalam penelitian ini.34  

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Kumpulan bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian kemudian 

dilakukan pengolahan dan dianalisis sesuai isu hukum yang dihadapi. Dalam 

penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode 

penyimpulan induktif yang merupakan metode penarikan kesimpulan suatu 

permasalahan yang bersifat khusus yang kemudian menjadi kesimpulan yang 

bersifat umum.35  

 
 33  Titik Kadi, Skripsi: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) (Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg)”, (Indralaya, Universitas 
Sriwijaya, 2023), hlm. 23. 
 34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 68. 
 35 Ibid, hlm. 108-109. 
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